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Harapan dengan penerapan good governance yang benar-benar optimal, akan dapat 
memiliki kualitas pemerintahan yang baik, banyak diantara masyarakat yang 
membayangkan bahwa dengan memiliki pemerintahan yang baik maka kualitas 
pelayanan publik menjadi semakin baik, angka korupsi menjadi rendah, dan 
pemerintah akan semakin peduli dengan kepentingan masyarakat, mengingat 
perkembangan good gevernance memiliki kompleksitas yang tinggi dan kendala 
yang besar maka diperlukan sebuah langkah yang strategis untuk memulai praktik 
good gevernance atau pemerintahan yang baik. Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui hubungan pelaksanaan good gevernance terhadap kualitas pelayanan 
publik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang 
Mongondow Utara, dan pengaruh penerapan good governance terhadap kualitas 
pelayanan publik, sampel terdiri dari 25 pegawai dan 25 masyarakat. Hasil 
penelitian menunjukan bahwa good governance berpengaruh positif terhadap 
kualitas pelayanan publik. Besaran pengaruh tiap-tiap variabel good governance 
secara stimulan hanya mampu mempengaruhi variabel kualitas pelayanan publik 
sebesar 21,9% sisanya sebesar78,1% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti 
dalam penelitian ini, dan secara parsial, variabel efektifitas dan efisiensi tidak 
berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas pelayanan publik, sehingga 
hipotesis bahwa semakin tinggi efektifitas dan efisiensi maka semakin baik kualitas 
pelayanan publik tidak terbukti dalam penelitian ini. 
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Pendahuluan 
  Kualitas pelayanan publik 
merupakan suatu ukuran kemampuan 
organisasi untuk mencapai segala 
keperluannya.Hal ini berarti organisasi 
mampu menyusun dan mengorganisir 
sumber daya aparatur sipil negara untuk 
mencapai tujuan. Pelayanan publik 
dapat diartikan sebagai pemberian 
layanan (melayani) keperluan orang 
atau masyarakat yang mempunyai 
kepentingan sesuai dengan aturan 
pokok dan tata cara yang telah 
ditetapkan, seperti yang dijelaskan 
dalam Undang-undang No. 25 tahun 
2009 Bab 1 pasal 1 ayat 1 tentang 
pelayanan publik, “Pelayanan publik 
adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan 
dalam rangka pemenuhan kebutuhan 
pelayanan sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan bagi setiap warga 
negara dan penduduk atas barang, jasa, 
dan/atau pelayanan administratif yang 
disediakan oleh penyelenggara 
pelayanan publik”. 
 Pada hakekatnya pemerintah 
adalah pelayan kepada masyarakat, oleh 
karenanya pemerintah berkewajiban dan 
bertanggung jawab untuk memberikan 
layanan yang baik dan profesional. 
Pelayanan publik oleh pemerintah 
adalah merupakan salah satu 
perwujudan dari fungsi aparatur negara 
sebagai abdi masyarakat di samping 
sebagai abdi negara dengan maksud 
untuk mensejahterakan masyarakat. 
Pelayanan akan dikatakan baik apabila 
apartur sipil negara melaksanakan tugas 
dan fungsinya dengan baik. Dengan 
demikian pelayanan merupakan 
implementasi dari hak-hak dan 
kewajiban antara pemerintah dan 
masyarakat. Seiring dengan hal itu 
tuntutan masyarakat untuk mendapatkan 
pelayanan yang berkualitas terus 
meningkat dari waktu ke waktu. 
Tuntutan tersebut semakin berkembang 
seiring dengan tumbuhnya kesadaran 
bahwa warga negara memiliki hak 
untuk dapat diberikan pelayanan. Untuk 
merealisasikan hak-hak masyarakat, 
maka dituntut kualitas pelayanan publik 
yang baik dari instansi pemerintah, baik 
berupa pelayanan barang, jasa, dan 
administratif. 
 Salah satu usaha untuk 
mendukung terciptanya pelayanan 
publik yang berkualitas adalah perlu 
diterapkannya prinsip-prinsip good 
governance (tata pemerintahan yang 
baik) dalam sistem pemerintahan 
sebagai upaya untuk menciptakan 
kualitas pelayanan publik yang baik. 
Good governance (tata pemerintahan 
yang baik) merupakan sebuah konsep 
yang akhir-akhir ini dipergunakan 
secara teratur dalam ilmu politk 
terutama ilmu pemerintahan. Konsep itu 
lahir sejalan dengan konsep-konsep dan 
terminolgi demokrasi, civil society, 
partisipasi rakyat, hak asasi manusia 
dan pembangunan masyarakat secara 
berkelanjutan. Paradigma baru itu 
menekankan kepada pemerintah agar 
memberikan pelayanan yang berkualitas 
kepada masyarakat, agar supaya 
masyarakat merasa puas dengan 
pelayanan dari pemerintah dan 
membuat kepercayaan masyarakat 




  Arti good dalam istilah good 
governance mengandung dua 
pengertian: pertama, nilai-nilai yang 
menjunjung tinggi keinginan rakyat 
dalam pencapaian tujuan kemandirian, 
pembangunan berkelanjutan dan 
keadilan sosial. Kedua, aspek-aspek 
fungsional dari pemerintah yang efektif 
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dan efesien dalam pelaksanan tugasnya 
untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut. 
Berdasarkan pengertian tersebut, 
kepemerintahan yang baik berorientasi 
pada dua hal yaitu: 
1. Orientasi ideal Negara yang 
diarahkan pada pencapaian tujuan 
nasional 
2. Pemerintahan yang berfungsi secara 
ideal, yaitu secara efektif dan efesien 
melakukan upaya pencapaian tujuan 
nasional (Suhady 2005:49). 
Pelayanan adalah suatu kegiatan atau 
urutan kegiatan yang terjadi dalam 
interaksi langsung antar seseorang 
dengan orang lain atau mesin secara 
fisik, dan menyediakan kepuasan 
pelanggan (Sampara dalam Barus 
2010 : 12). Menurut Sinambela, 
(2010 : 5) istilah publik berasal dari 
bahasa inggris public yang berarti 
umum, masyarakat, Negara. Kata 
public sebenarnya sudah diterima 
menjadi bahasa Indonesia baku 
menjadi publik yang berarti umum, 
orang bnyak, ramai. 
 Oleh karena itu pelayanan publik 
diartikan sebagai setiap kegiatan 
yang dilakukan oleh pemerintah 
terhadap sejumlah manusia yang 
memiliki setiap kegiatan yang 
menguntungkan dalam suatu 
kumpulan atau kesatuan, dan 
menawarkan kepuasan meskipun 
hasilnya tidak terikat pada suatu 
produk secara fisik (Inu dalam 
Sinambela 2010 : 5). 
 
Metode Penelitian 
  Metode yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah metode 
penelitian kuantitatif dengan maksud 
mencari pengaruh antara variable 
independent (variable bebes) dengan 
variable dependen (variable terikat). 
Dengan metode ini diharapkan dapat 
menggambarkan dan menerangkan 
fenomena yang ada berdasarkan data 
dan informasi yang diperoleh. 
Menurut Sugiyono (2016 : 80) 
populasi adalah wilayah generalisasi 
yang terdiri dari objek/subjek yang 
memounyai kualitas dan karakteristik 
tertentu yang ditetapkan oleh peneliti 
untuk dipelajari kemudian ditarik 
kesimpulan. Berdasarkan penjelasan 
tersebut maka yang menjadi populasi 
dalam penelitian ini adalah pejabat 
serta staf pegawai Dinas 
Kependudukan dan Pencatatan Sipil 
dan masyarakata Kabupaten Bolaang 
Mongondow Utara yang berjumlah 
50 orang. Sampel adalah bagian dari 
jumlah dan karakteristik yang 
dimiliki oleh populasi tersebut 
(Sugiyono, 2016 : 81). Menurut 
pendapat dari Arikunto (2010 : 134-
185) yang menyatakan apabila 
populasi kurang dari 100 orang maka 
sampel di ambil secara keseluruhan, 
sedangkan populasi di atas 100 maka 
sampel di ambil 10%-15% atau 20%-
25% dari populasi. Maka sampel 
dalam penelitian ini adalah 50 orang 




 Hasil pengujian validitas 
dan reliabilitas data yang dapat dilihat 
pada Tabel 10, Tabel 11, dan Tabel 12. 
Menunjukan bahwa instrument 
penelitian yang digunakan dalam 
penelitian ini valid dan reliabel. Tabel 
berikut mendeskripsikan lebih lanjut 








N Validitas Reliabilitas 
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Sumber : Hasil Olahan Data SPSS 22 
 
 
4.4.2 Uji F (Uji Serempak) 
Tabel 15. Uji Stimulan 
Anovaa 





1          Regression 
            Residual 









3.750       
 
a. Dependent Variable: Pelayanan 
Publik 
b. Predictors: (Constant), 
Kesejahteraan, Akuntabilitas, 
Transparansi, Efektivitas dan 
Efisiensi, Penegakan Hukum 
Sumber : Output SPSS 22 
Dari hasil ouput diketahui F 
hitung > F tabel atau dengan nilai 3.750 
> 2,40 dengan taraf signifikansi 0,000 < 
0,05. Maka hasil pengujian secara 
serempak variabel good governance (X) 
berpengaruh secara signifikan terhadap 
variabel kualitas pelayanan publik (Y). 
 
4.4.3 Uji Regresi Linier Berganda 
Bentuk persamaan regresi dalam 
penelitian ini adalah: 
Ŷ = 26.709 + 0.461X1 + 0.744X2 + -
.403X3 + 0.983X4 + 0.205X5 
Berdasarkan hasil persamaan regresi 
tersebut dapat dijelaskan bahwa: 
a) Nilia konstan sebesar 26.709 
menunjukan bahwa jika good 
governance (X1-X5) tidak 
dilaksanakan atau sama dengan 
nol (0) maka besarnya kualitas 
pelayanan publik adalah sebesar 
26.709 satuan. 
b) Untuk variabel aturan hukum 
(X1) koefisien regresinya 
memiliki arah positif, hal ini 
menunjukan apabila variabel X1 
naik 1 satuan maka kualitas 
pelayanan publik (Y) akan 
meningkat sebesar 0,461. 
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Artinya bahwa secara parsial 
aturan hukum memiliki nilai 
positif 0,461 terhadap kualitas 
pelayanan publik meski tidak 
signifikan berpengaruh secara 
parsial (nilai sig 0,559 > 0,05). 
c) Untuk variabel Transparansi 
(X2) koefisien regresinya 
memiliki arah positif, hal ini 
menunjukan apabila variabel X2 
naik 1 satuan maka kualitas 
pelayanan publik (Y) akan 
meningkat sebesar 0,744. 
Artinya bahwa secara parsial 
aturan hukum memiliki nilai 
positif 0,744 terhadap kualitas 
pelayanan publik meski tidak 
signifikan berpengaruh secara 
parsial (nilai sig 0,292 > 0,05). 
d) Untuk variabel efektivitas dan 
efisiensi (X3) koefisien 
regresinya memilik arah negatif, 
hal ini menunjukan apabila 
variabel X3 naik 1 satuan maka 
kualitas pelayanan publik (Y) 
akan menurun sebesar 0,403. 
Artinya bahwa secara parsial 
efektivitas dan efisiensi 
memiliki nilai negatif 0,448 
terhadap kualitas pelayanan 
publik meski tidak signifikan 
berpengaruh secara parsial (nilai 
sig 0,555 > 0,05). 
e) Untuk variabel akuntabilitas 
(X4) koefisien regresinya 
memiliki arah positif, hal ini 
menunjukan apabila variabel X4 
naik 1 satuan maka kualitas 
pelayanan publik (Y) akan 
meningkat sebesar 0,983. 
Artinya bahwa secara parsial 
akuntabilitas memilikinilai 
positif 0,983 terhadap kualitas 
pelayanan publik meski tidak 
signifikan berpengaruh secara 
parsial (nilai sig 0,066 > 0,05). 
f) Untuk variabel kesetaraan (X5) 
koefisien regresinya memiliki 
arah positif, hal ini menunjukan 
apabila variabel X5 naik 1 
satuan maka kualitas pelayanan 
publik (Y) akan meningkat 
sebesar 0,205. Artinya bahwa 
secara parsial kesetaraan 
memiliki nilai positif 0,205 
terhadap kualitas pelayanan 
publik meski tidak signifikan 
berpengaruh secara parsial (nilai 
sig 0,720 > 0,05). 
Besaran pengaruh good governance 
secara stimulan terhadap kualitas 
pelayanan publik dapat dihitung dengan 
rumus KP=  .100 % ataupun dengan 
interpetasi hasil uji regresi 
Tabel 16. Koefisien korelasi 
Model Summary 
Model R R Square Adjusted R 
Square 




.299 .219 4.157 
 
a. Predictors: (Constant), 
Kesejahteraan, 
Akuntabilitas, Transparansi, 
Efektifitas dan Efisiensi, 
Penegakan Hukum 
Sumber : Output SPSS 22 
 Dari hasil pengujian diatas 
didapatkan nilai keseluruhan variabel 
(X1, X2, X3, X4, X5) sebesar 0,219 
pengaruhnya terhadap variabel Y. Maka 
dengan demikian besaran pengaruh tiap-
tiap variabel good gevernance (X) 
hanya mampu mempengaruhi variabel 
kualitas pelayanan publik (Y) sebesar 
21,9% sisanya sebesar 78,1% 
dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak 
diteliti dalam penelitian ini. 
 
4.4.4 Uji Hipotesis 
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 Berdasarkan kriteria dan nilai uji 
hipotesis yang sudah diketahui maka uji 
hipotesis dilakukan sebagai berikut: 
a) Good gevenance berpengaruh 
positif terhadap kualitas 
pelayanan publik. 
Hipotesis ini menyatakan bahwa 
secara stimulan, good 
governance berpengaruh positif 
terhadap kualitas pelayanan 
publik. Pengujian hipotesis ini 
dengan menggunakan uji f 
sebagai berikut: 
Ho = Good Governance tidak 
berpengaruh terhadap kualitas 
pelayanan publik 
Ha = Good Governance 
berpengaruh terhadap kualitas 
pelayanan publik 
F hitung > F tabel atau dengan 
nilai 3,750 > 2,40 dengan taraf 
signifikansi 0,000 < 0,05. Maka 
tolak Ho dan terima Ha. 
Berdasarkan uji hipotesis diatas 
terbukti bahwa good governance 
secara stimulan berpengaruh 
positif terhadap kualitas 
pelayanan publik. 
b) Semakin kuat aturan hukum 
maka akan semakin baik 
kualitas pelayanan publik. 
Hipotesis ini menyatakan secara 
parsial, aturan hukum 
berpengaruh positif terhadap 
kualitas pelayanan publik. 
Pengujian hipotesis ini dengan 
menggunakan uji t sebagai 
berikut: 
Ho = aturan hukum tidak 
berpengaruh signifikan terhadap 
kualitas pelayanan publik 
Ha = semakin kuat aturan 
hukum maka semakin baik 
kualitas pelayanan publik 
Nilai t hitung < t tabel atau 
0,589 < 1,680, dengan sig 0,559 
> 0,05 maka, tolak H1 terima 
Ho. Artinya bahwa secara 
parsial aturan hukum tidak 
berpengaruh signifikan terhadap 
kualitas pelayanan publik, 
sehingga hipotesis tidak 
terbukti. Ini mengindikasikan 
bahwa indikator good 
governance yaitu penegakan 
hukum tidak berpengaruh secara 
parsial, sehingga perlu ada 
faktor lain yang menunjang atau 
secara stimulan berpengaruh 
terhadap kualitas pelayanan 
publik. 
c) Semakin tinggi transparansi 
makan akan semakin tinggi 
kualitas pelayanan publik. 
Hipotesis ini menyatakan secara 
parsial, transparansi 
berpengaruh positif terhadap 
kualitas pelayanan publik. 
Pengujian hipotesis ini dengan 
menggunakan uji t sebagai 
berikut: 
Ho = Transparansi tidak 
berpengaruh signifikan terhadap 
kualitas pelayanan publik 
H2 = Semakin kua transparansi 
maka akan semakin baik 
kualitas pelayanan publik 
Nilai t hitung < t tabel atau 
1,066 < 1,680, dengan sig 0,292 
> 0,05 maka, tolak H2 terima 
Ho. Artinya bahwa secara 
parsial transparansi tidak 
berpengaruh signifikan terhadap 
kualitas pelayanan publik, 
sehingga hipotesis tidak 
terbukti. Ini mengindikasikan 
bahwa indikator good 
governance yaitu transparansi 
tidak berpengaruh secara parsial, 
sehingga perlu ada faktor lain 
yang menunjang atau secara 
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stimulan berpengaruh terhadap 
kualitas pelayanan publik. 
d) Semakin kuat efektivitas dan 
efisiensi maka akan semakin 
baik kualitas pelayanan publik. 
Hipotesis ini menyatakan secara 
parsial, efektifitas dan efisiensi 
berpengaruh positif terhadap 
kualitas pelayanan publik. 
Pengujian hipotesis ini dengan 
menggunakan uji t sebagai 
berikut: 
Ho = Efektifitas dan efisiensi 
tidak berpengaruh signifikan 
terhadap kualitas pelayanan 
publik 
H3 = Semakin tinggi efektifitas 
dan efisiensi maka akan semakin 
tinggi kualitas pelayanan publik 
Nilai t hitung < t tabel atau -
0,595 < 1,680, dengan sig 0,555 
> 0,05 maka, tolak H3 terima 
Ho. Artinya bahwa secara 
parsial efektifitas dan efisiensi 
tidak berpengaruh signifikan 
terhadap kualitas pelayanan 
publik, sehingga hipotesis tidak 
terbukti. Ini mengindikasikan 
bahwa indikator good 
governance yaitu efektifitas dan 
efisiensi tidak berpengaruh 
secara parsial, sehingga perlu 
ada faktor lain yang menunjang 
atau secara stimulan 
berpengaruh terhadap kualitas 
pelayanan publik. 
e) Semakin kuat akuntabilitas 
maka akan semakin baik 
kualitas pelayanan publik. 
Hipotesis ini menyatakan secara 
parsial, akuntabilitas  
berpengaruh positif terhadap 
kualitas pelayanan publik. 
Pengujian hipotesis ini dengan 
menggunakan uji t sebagai 
berikut: 
Ho = Akuntabilitas tidak 
berpengaruh signifikan terhadap 
kualitas pelayan publik 
H4 = Semakin baik akutabilitas 
maka akan semakin baik 
kualitas pelayanan publik 
Nilai t hitung > t tabel atau 
1,889 > 1,680, dengan sig 0,066 
> 0,05 maka, tolak Ho terima 
H4. Artinya bahwa secara 
parsial akuntabilitas 
berpengaruh signifikan terhadap 
kualitas pelayanan publik, 
sehingga hipotesis ini terbukti. 
Ini mengindikasikan bahwa 
indikator good governance yaitu 
akuntabilitas berpengaruh 
signifikan apabila secara parsial, 
sehingga semakin tinggi 
akuntabilitas maka akan 
semakin tinggi kualitas 
pelayanan publik. 
Hal ini dapat dipahami karena 
pertanggung jawaban memang 
di butuhkan dalam hal 
pemberian pelayanan kepada 
masyarakat. 
f) Semakin kuat kesetaraan maka 
akan semakin baik kualitas 
pelayanan publik. 
Hipotesis ini menyatakan secara 
parsial, kesetaraan berpengaruh 
positif terhadap kualitas 
pelayanan publik. Pengujian 
hipotesis ini dengan 
menggunakan uji t sebagai 
berikut: 
Ho = Kesetaraan tidak 
berpengaruh signifikan terhadap 
kualitas pelayanan publik 
H5 = semakin kuat kesetaraan 
maka akan semakin baik 
kualitas pelayanan publik 
Nilai t hitung < t tabel atau 0,361 < 
1,680, dengan sig 0,720 > 0,05 maka, 
tolak H5 terima Ho. Artinya bahwa 
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secara parsial kesetaraan tidak 
berpengaruh signifikan terhadap 
kualitas pelayanan pubik, sehingga 
hipotesis tidak terbukti. Ini 
mengindikasikan bahwa indikator good 
governance yaitu kesetaraan tidak 
berpengaruh secara parsial, sehingga 
perlu ada faktor lain yang menunjang 
atau secara stimulan berpengaruh 
terhadap kualitas pelayanan publik. 
 
Kesimpulan 
Berdasarkan hasil uji, analisis data dan 
pembahasan diperoleh kesimpulan 
sebagai berikut: 
1. Good governance berpengaruh 
positif terhadap kualitas pelayanan 
publik. Besaran pengaruh tiap-tiap 
variabel good governance secara 
stimulan hanya mampu 
mempengaruhi variabel kualitas 
pelayanan publik sebesar 21,9% 
sisanya sebesar 78,1% dipengaruhi 
oleh faktor lain yang tidak diteliti 
dalam penelitian ini. 
2. Menurut hasil penelitian di Kantor 
Dinas Kependudukan dan Pencatatan 
Sipil Kabupaten Bolaang 
Mongondow Utara peneliti melihat 
bahwa secara parsial, prinsip-prinsip 
good governance memiliki pengaruh 
positif terhadap kualitas pelayanan 
publik namun tidak signifikan. 
 
Saran 
Berdasarkan hasil penelitian dan 
pembahasan serta kesimpulan, 
peneliti dapat memberikan saran 
sebagai berikut: 
1. Perlu adanya pengenalan akan 
konsep good governance atau tata 
kelola pemerintahan yang baik 
kepada pegawai Kantor Dinas 
Kependudukan dan Pencatatan Sipil 
Kabupaten Bolaang Mongondow 
Utara dalam menunjang pelayanan 
yang berkualitas kepada masyarakat. 
2. Dinas Kependudukan dan Pencatatan 
Sipil Kabupaten Bolaang 
Mongondow Utara harus 
menerapkan prinsip-prinsip good 
governance dami meningkatkan 
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